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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 

NOMOR  13 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN NOMOR HOTLINE  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan 

pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan 

masyarakat, maka perlu sarana pelayanan yang efektif 

dan efesien; 

  b. bahwa pelayanan informasi, konsultasi dan pengaduan 

masyarakat dilakukan secara elektronik melalui telepon 

dan pesan WhatsApp; 

  c. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi, 

konsultasi dan pengaduan masyarakat secara elektronik 

melalui melalui telepon dan pesan WhatsApp, maka perlu 

ditetapkan Nomor Hotline layanan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jambi; 

  d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 18/PK.01-

BA/15/2026, tanggal 30 Maret 2026; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jambi tentang Penetapan Nomor Hotline Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jambi; 

 

KOMISI  PEMILIHAN  UMUM 

PROVINSI  JAMBI 
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Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1726); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Onlien 

Rakyat (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 650); 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAMBI 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  

Pemilu dan Hukum, 

 

 

Deddy Herawan 

 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 172); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 

TENTANG PENETAPAN NOMOR HOTLINE KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI JAMBI. 

KESATU : Menetapkan Nomor Hotline Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jambi sebagai berikut 0811 744-440. 

KEDUA : Nomor Hotline sebagaimana pada Diktum KESATU  merupakan 

sarana masyarakat untuk:    

1. Memperoleh informasi terkait kepemiluan; 

2. Menyampaikan pengaduan atau masukan; dan 

3. Mengakses layanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

secara lebih cepat dan mudah. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 30 Maret 2026     

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

      PROVINSI JAMBI, 

 

                                                                          ttd. 

 

       IRON SAHRONI 


